BAB II
RENCANA AKSI DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
2.1.  Pencapaian Program Mikro Reformasi Birokrasi 
Upaya penerapan program mikro reformasi birokrasi melalui penataan di 8 (delapan) area perubahan telah di implementasikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang akhirnya berdampak pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun demikian implementasi reformasi birokrasi ini masih perlu di tingkatkan lagi khususnya pada unit kerja sehingga dapat memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap perbaikan kualitas tata kelola di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

 Adapun hasil evaluasi dari Kemenpan RB Republik Indonesia terhadap implementasi perubahan dari masing-masing area perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.

Indeks RB Pemerintah Kota Bandar Lampung 

	NO
	Komponen Penilaian
	Bobot
	Nilai

	
	
	
	2018
	2019

	   I.     komponen Pengungkit

	1
	Manajemen Perubahan
	5,00
	2,16
	2,33

	2
	Penataan Peraturan Perundang-undangan
	5,00
	2,40
	2,56

	3
	Penataan dan Penguatan Organisasi
	6,00
	3,18
	3,33

	4
	Penataan Tatalaksana
	5,00
	2,67
	2,79

	5
	Penataan Sistem Manajemen SDM
	15,00
	6,70
	8,00

	6
	Penguatan Akuntabilitas
	6,00
	2,93
	3,17

	7
	Penguatan Pengawasan
	12,00
	4,61
	5,08

	8
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	6,00
	3,26
	3,50

	Total Komponen Pengungkit (A)
	60,00
	27,91
	30,76

	II.    komponen Hasil

	1
	Nilai Akuntabilitas Kinerja
	14,00
	6,85
	7,42

	2
	Nilai Kapasitas Organisasi
	6,00
	3,76
	3,97

	3
	Nilai Persepsi Korupsi
	7,00
	5,78
	6,21

	4
	Opini BPK
	3,00
	3,00
	3,00

	5
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan
	10,00
	8,25
	8,65

	Total Komponen Hasil (B)
	40,00
	27,64
	29,25

	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)
	100,00
	55,55
	60,01


Berikut pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung periode tahun 2015-2019 : 

1. Capaian Manajemen Perubahan

· Telah terbentuk SK Walikota tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung;

· Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagian besar telah direalisasikan sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi;

· Sebagian besar pimpinan OPD dan Pegawai telah menunjukan komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Capaian Penataan Peraturan Perundang-undangan 
· Dalam rangka harmonisasi penataan peraturan perundang-undangan telah dilakukan indentifikasi, pemetaan dan revisi terhadap perundangan yang tidak harmonis;

· Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademik dan paraf koordinasi;

· Pengelolaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH);
· Peningkatan partisipasi publik dalam rangkaian proses Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan (Rancangan Perda).
3. Capaian Penataan Organisasi. 

Dalam bidang kelembagaan beberapa pencapaian yang sudah dilaksanakan sebagai berikut : 

· Penataan struktur OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung;

· Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi tugas dan fungsi antar unit kerja maupun antar OPD;

· Pembentukan lembaga PTSP, telah berhasil memindahkan beberapa urusan strategik perizinan bernaung di satu Instansi;

· dalam rangka penguatan kelembagaan urusan pengawasan telah dilakukan Penataan struktur organisasi, tugas dan fungsi  Inspektorat.
4. Capaian Penataan Tata Laksana 

· Sebagian besar OPD telah menyusun SOP;

· Tersusunnya Peraturan Walikota tentang pakaian dinas;

· Tersusun peraturan Walikota tentang tata naskah dinas;

· Sudah memiliki rencana pengembangan system e-goverment ;

· Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang keterbukaan Informasi Publik;

· Ketersediaan Layanan Telekomunikasi, Informasi, dan komunikasi (TIK).

5. Capaian Penataan Sdm Aparatur

· Dalam perencanaan kebutuhan pegawai Pemerintah daerah telah memiliki analisa jabatan dan analisa beban kerja;

· Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai kepada seluruh unit kerja;

· Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui sistem CAT;

· Telah dilaksanakan asesment bagi Pejabat Esselon II;

· Telah dilaksanakan seleksi terbuka/lelang dalam pemilihan jabatan pimpinan tinggi;

· Telah dilaksanakan diklat struktural dan diklat fungsional; 

· Telah dilaksanakan evaluasi jabatan dengan hasil tersusunnya informasi faktor jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
· Terdapat pedoman pola karier PNS;
· Telah dilaksanakan proses penerapan e- kinerja.
6. Capaian Akuntabilitas 

· Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan Renstra;

· Pimpinan secara langsung terlibat pada saat penyusunan penetapan kinerja;

· Mengadakan workshop penyusunan LAKIP dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

· Proses diterapkannya e-planning dan budgeting;
· Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai Wajar Tanpa Pengecualian selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut. 

· Telah diterapkan monitoring capaian kinerja melalui sistem e-sakip.
7. Capaian Pengawasan
· Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

· Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) yang konsisten;

· Peningkatan Jumlah APIP yang berkompeten secara kuantitas dan berkualitas;

· Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentuk Unit Penanganan Gratifikasi (UPG);

· Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.

8. Capaian Pelayanan Publik
· Telah dibentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);

· Dalam mengimplementasikan pemanfaatan teknologi informasi Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mulai menerapkan sistem E-Perizinan dan E-tandatangan dokumen perizinan;

· SIAK yang terintegrasi;
· Survey Kepuasan Masyarakat di OPD Pelayanan;
· Program pendidikan gratis sampai tingkat SMP;

· Penyediaan fasilitas ambulance gratis; 
· Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang telah dimaklumatkan;

· Telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang SOP Penerbitan Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung;

· Adanya penerapan sarana pelayanan pengaduan masayarakat melalui nomor telpon HALO WALIKOTA dan pengaduan secara elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat melalui website LAPOR! SP4N.
2.2.  Program Mikro Reformasi Birokrasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 program mikro reformasi birokrasi terdiri dari :
Tabel 4.

Program Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024
	Program Mikro RB
	Hasil Yang Diharapkan

	Manajemen Perubahan (Perubahan Mindset/ Pola fikir dan budaya kerja)
	Birokrasi dengan integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN serta berkinerja tinggi

	Penataan Organisasi
	Penyederhanaan birokrasi untuk menunjang kinerja dengan yang lebih efektif dan efisien

	Penataan Tatalaksana
	Sistem, Proses dan Prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-pinsip good governance 

	Deregulasi Kebijakan
	Penyederhanan peraturan dalam rangka mempercepat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan

	Penataan Sumber Daya Aparatur
	SDM aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani serta unggul dan berdaya saing tinggi.

	Penguatan Akuntabilitas
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi

	Penguatan Pengawasan 
	Organisasi yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima

	Peningkatan Kualitas Pelayanan publik
	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha


Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program mikro tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.

Kegiatan Program Mikro Reformasi Birokrasi

	NO
	PROGRAM MIKRO / AREA PERUBAHAN
	KEGIATAN

	1
	Manajemen Perubahan
	1) Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);

2) Penguatan nilai integritas;

3) Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;

4) Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.

	2
	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan
	1) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);

	
	
	2) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;

3) Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;

4) Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;

5) Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

	3
	Penataan Organisasi 
	1) Assesment organisasi berbasis kinerja;

2) Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;

3) Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.

	4
	Penataan Tatalaksana


	1) Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;

2) Mengimplementasikan digitalisasi arsip;

3) Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;

	
	
	4) Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;

5) Penguatan implementasi keterbukaaan informasi publik;

6) Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;

7) Penyelarasan proses bisnis dan SOP.

	5
	Penataan Sistem Manajemen SDM


	1) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;

2) Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;

3) Penetapan ukuran kinerja individu;

4) Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;

5) Penguatan implementasi reward and punishment berdasarkan kinerja;

6) Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;

7) Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
8) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;

9) Pengembangan implementasi Manjemen Talenta (Talent pool);

10) Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.

	6
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
	1) Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting)
2) Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;

	7
	penguatan Pengawasan


	1) Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;

2) Meningkatkan kompetensi APIP;

3) Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);

4) Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai  kaedah dan aturan yang berlaku;

	
	
	5) Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;

6) Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBMM;

7) Penguatan pengendalian gratifikasi;

8) Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;

9) Penguatan efektivitas manajemen resiko;
10) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;

	8
	Peningkatan Kualitas pelayanan publik
	1) Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);

2) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
3) Pengembangan sistem pelayanan dengan menginterasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;

4) Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;

5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;

6) Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;

7) Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

	9
	quick wins 
	1) Quick Wins Mandatory

· Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi Quick Wins K/L/Pemda;

· Quick Wins lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN 

2) Quick Wins Mandiri

Ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing K/L/Pemda


2.3.  Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Tahun 2020-2021 
Berdasarkan capaian dan permasalahan/ isu strategis yang diuraikan sebelumnya, dilakukan penyusunan rencana aksi RBI Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari program dan kegiatan  yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2021, sebagai berikut :

Tabel 6.

Rencana Aksi RB Tahun 2020-2021

	NO
	PROGRAM MIKRO
	ISU STRATEGIS
	KEGIATAN 2020-2021

	1
	2
	3
	4

	1
	manajemen Perubahan
	Agen Perubahan RB belum berperan maksimal dalam meningkatkan kinerja organisasi
	1. Penetapan agen perubahan
2. Pengembangan kapasitas agen perubahan

	2
	deregulasi kebijakan
	Masih ada peraturan yang disharmonisasi dan tumpang tindih serta banyak peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
	pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan

	3
	penataan Organisasi
	masih kurangnya jabatan fungsional tertentu
	pelaksanaan penyederhanaan birokrasi

	
	
	masih terdapat tupoksi OPd yang belum sesuai dengan kewenangannya
	Penataan kelembagaan dan tupoksi 

	4
	penataan Tata Laksana
	Belum terdapat peta proses bisnis yang sesuai kebutuhan organisasi
	sosialisasi Permen PAN dan RB No.19 Tahun 2018 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah

	
	
	SOP belum di reviu dan di evaluasi secara periodik dan berkala
	monev SOP pada OPD

	
	
	Belum terintegrasinya pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan
	Pengintegrasian aplikasi sistem e-governance

	5
	Penataan Sistem Manajemen SDM
	belum terdapat Standar Kompetensi Jabatan
	menyusun standard kompetensi jabatan

	
	
	belum terdapat kebijakan pola rotasi pegawai yang konsisten
	Penyusunan Pedoman Pola Rotasi Pegawai

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	Kurang update nya data base dan sistem informasi kepegawaian  secara komprehensif
	mengupdate data base dan sistem informasi kepegawaian

	
	
	masih kurang idealnya jumlah aparatur pengawas
	Pengadaan auditor sesuai kebutuhan

	6
	Penguatan Akuntabilitas 


	Rendahnya kualitas penyelarasan kinerja unit kerja kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)
	Penyusunan perjanjian  kinerja organisasi/unit secara berjenjang sampai tingkat individu

	
	
	Belum terintegrasinya sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
	Pengintegrasian  sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran

	7
	penguatan Pengawasan
	Belum adanya pembangunan Zona Integritas secara komprehensif
	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM 

	
	
	Belum terbentuknya whistle blowing system (WBS) yang diterapkan secara efektif
	Membentuk sistem pengawasan dan pengaduan terkait KKN yang sistematis

	
	
	belum dilaksanakannya pemantauan penanganan benturan kepentingan secara sistematis dan berkala
	pembentukan pedoman penanganan benturan kepentingan secara sistematis dan berkala

	8
	peningkatan Pelayanan Publik
	Belum semua aplikasi e-pelayanan terintegrasi 
	Pengintegrasian aplikasi terkait pelayanan

	
	
	Belum ada aplikasi untuk melakukan survey kepuasan masyarakat 
	apilkasi Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan 


2.4. Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian program dan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung, ditetapkan ukuran keberhasilan setiap program Reformasi Birokrasi periode tahun 2020-2021 dengan indikator-indikator sebagaimana dalam tabel berikut : 
Tabel 7.
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung 

	 NO
	Program RB
	HASIL YANG DIHARAPKAN
	INDIKATOR
	TARGET

	
	
	
	
	2020
	2021

	1
	Manajemen Perubahan
	Perubahan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik
	Persentase jumlah Agen Perubahan yang berkompeten untuk mampu melakukan perubahan  secara dinamis
	20
	25

	2
	Deregulasi Kebijakan
	Terciptanya aturan yang mempercepat Birokrasi dan Hilangnya Overlapping peraturan
	Jumlah produk hukum yang diharmonisasikan

	3

	5


	3
	penataan kelembagaan
	Terbentuknya struktur organisasi yang tepat fungsi dan Birokrasi yang sederhana
	Jumlah Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional
	65
	90

	
	
	
	Persentase OPD Kota Bandar Lampung   yang tertata kelembagaannya
	75
	80

	4
	Penataan Tata Laksana
	Terciptanya peta proses bisnis organisasi 
	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen SOP yang selaras dengan proses bisnis 
	25
	50

	
	
	terbentuknya SOP sesuai kebutuhan pemangku kepentingan
	Persentase OPD yang memiliki SOP sesuai kebutuhan
	80
	85

	
	
	terciptanya aplikasi Pengelolaan Pemerintahan yang terintegrasi 
	Jumlah aplikasi terintegrasi dalam Pengimplementasian e-Governance
	3
	5

	5
	Penataan SDM aparatur
	Terealisasinya manajemen ASN berbasis merit sistem
	Persentase jabatan struktural yang telah disusun  standar kompetensi nya
	15
	50

	
	
	
	Persentase aparatur yang promosi jabatan dan rotasi sesuai dengan pola karir
	20
	30

	
	
	Terealisasinya tata kelola manajemen ASN sesuai ketentuan
	Database dan Sistem Informasi Kepegawaian untuk pengembangan karir pegawai 
	1
	1

	6
	peningkatan akuntabilitas 
	Terbentuknya dokumen perencanaan yang selaras dan pencapaian target kinerja sesuai perencanaan
	Nilai Evaluasi Sakip pemerintah Kota Bandar Lampung


	B

	B


	
	
	
	
	
	

	7
	Penguatan Pengawasan
	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan Daerah dalam rangka mendorong penerapan good governance
	Level maturitas SPIP
	2
	3

	
	
	
	Level Kapabilitas APIP 
	3
	3

	
	
	
	Jumlah Unit Kerja kategori WBK dan WBBM
	1
	3

	
	
	
	Opini BPK
	WTP
	WTP

	8
	Peningkatan Pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	indeks Pelayanan Publik 
	B
	B

	
	
	
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	83
	87

	
	
	
	Nilai keterbukaan informasi publik
	baik 
	baik 


2.5. Agenda prioritas Reformasi Birokrasi
Agenda (Rencana aksi)  prioritas yang menjadi kunci pelaksanaan RBI dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform) yang bertujuan untuk membangun budaya kerja yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung ;
2. Restrukturisasi dan penyederhanaan Birokrasi yang akan berdampak pada perubahan sistem tatalaksana dan sistem manajemen SDM. Langkah ini akan menjadi kunci bagi pelaksanaan Analisa jabatan dan uraian jabatan serta akan memberikan informasi mengenai kebutuhan SDM sesuai dengan kompetensi dan kuantitasnya;
3. Pembentukan proses bisnis dan penyempurnaan SOP. 
Langkah ini menjadi penting dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen Pemerintah Kota Bandar Lampung;
4. Penyempurnaan standar pelayanan. 
Dengan penerapan standar pelayanan yang baik  bagi pihak eksternal dan internal akan memberikan image yang positif bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung;
5. Analisa jabatan dan uraian jabatan. 
Pelaksanaan langkah ini akan memberikan informasi bagi penerapan standar kompetensi jabatan yang sangat penting dibutuhkan dalam hal perencanaan pegawai, sistem rekruitmen, penilaian kinerja pegawai dan penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional tertentu)
6. Pemetaan kompetensi pegawai. 
Langkah ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengetahui kondisi pegawai saat ini dilihat dari sisi kompetensinya, sehingga ketika dilakukan restrukturisasi dapat diketahui pegawai-pegwai yang tepat untuk menduduki atau ditempatkan pada posisi jabatan tertentu  dalam organisasi dan sebaliknya jika seseorang pegawai dianggap kurang memenuhi standard kompetensi, maka dapat dilakukan perencanaan pengembangan kompetensinya
7. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM). 
Penetapan OPD sebagai WBK/ WBBM menjadi prioritas Reformasi Birokrasi agar menjadi contoh penerapan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan; 

8. Penyesuaian quick wins. 
Penyesuaian quick wins dilakukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan menyesuaikan keadaan dan kebutuhan.

	Program

	Kegiatan


	1.
	Peningkatan Manajemen

SDM Aparatur
	1) Penyusunan ulang Analisis Jabatan

	
	
	2) Penyusunan ulang  Analisis beban Kerja

	
	
	3) Penyusunan  ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan

	
	
	4) Penyusunan   rencana   kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (termasuk tenaga auditor dan guru)

	
	
	5) Penyempurnaan sistem rekruitmen pegawai

	
	
	6) Pelaksanaan rekruitmen dengan sistem baru

	
	
	7) Penerapan sistem rekruitmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu

	
	
	8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai

	
	
	9) Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)

	
	
	10) Pelaksanaan  pengembangan  pegawai  sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)

	
	
	11) Penyusunan  rencana  penempatan  dan pola karier pegawai

	
	
	12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai

	
	
	13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai

	
	
	14) Sosialisasi  berbagai  kebijakan  kepegawaian dan merencanakan penerapannya

	
	
	15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku

	
	
	16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian role model

	
	
	17) Monitoring

	
	
	18) Evaluasi

	
	
	19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi

	
	
	20) Penyusunan  prioritas  baru  serta  kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung


	No.
	Program
	Kegiatan

	2.
	Penguatan Pengawasan
	1) Penyusunan    kebutuhan    tenaga    auditor (diintergasikan  dengan   kegiatan   nomor   3 dalam Program SDM)

	
	
	2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan  dengan   kegiatan   nomor   8 dalam Program SDM)

	
	
	3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP

	
	
	4) Penerapan SPIP

	
	
	5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)

	
	
	6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD

	
	
	7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan

	
	
	8) Pelaksanaan        monitoring        pengelolaan keuangan di SKPD

	
	
	9) Sosialisasi LHKPN

	
	
	10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat

	
	
	11) Penyusunan rencana  pengembangan sarana pengaduan  penyampaian  informasi  indikasi terjadinya KKN

	
	
	12) Penerapan  sarana  pengaduan  penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

	
	
	13) Tindak lanjut  pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN

	
	
	14) Monitoring

	
	
	15) Evaluasi

	
	
	16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi

	
	
	17) Penyusunan  prioritas  baru  serta  kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program  Penguatan  Pengawasan di Pemerintah Kota Bandar Lampung


	No.
	Program
	Kegiatan

	

	3.
	Penataan Tatalaksana
	1) Pemetaan   proses   bisnis penyelenggaraan pemerintahan

	
	
	2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD

	
	
	3) Penyusunan/perbaikan SOP  (termasuk  SOPpengawasan dan penyusunan laporan)

	
	
	4) Penyusunan    pedoman    diskresi     pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung

	
	
	5) Penataan  terhadap  tugas  dan  fungsi  yang tumpang tindih

	
	
	6) Penyusunan/penyempurnaan            rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit)

	
	
	7) Pelaksanaan  pengembangan  dan  penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit)

	
	
	8) Penerapan keterbukaan informasi publik

	
	
	9) Penyusunan  pedoman  standarisasi  fasilitas kantor

	
	
	10) Identifikasi  tempat-tempat  strategis   untuk pemberian pelayanan akses internet gratis

	
	
	11) Penyusunan   rencana   penambahan   akses internet gratis

	
	
	12) Kerjasama   dengan   pihak   berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis

	
	
	13) Pembukaan akses internet gratis baru

	
	
	14) Monitoring

	
	
	15) Evaluasi

	
	
	16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi

	
	
	17) Penyusunan  prioritas  baru  serta  kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung


	No.
	Program
	Kegiatan

	

	4
	Penguatan Akuntabilitas
	1) Review rencana strategis pemerintah daerah

	
	
	2) Penyempurnaan  sasaran,  indikator  kinerja dan  penetapan kinerja  untuk  tahun berikutnya

	
	
	3) Penyusunan    rencana    perbaikan    system manajemen kinerja

	
	
	4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja

	
	
	5) Pelaksanaan manajemen kinerja

	
	
	6) Integrasi  sistem  manajemen  kinerja  dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

	
	
	7) Pengumpulan,  perbaruan,  dan  pengelolaan data kinerja

	
	
	8) Monitoring

	
	
	9) Evaluasi

	
	
	10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi

	
	
	11) Penyusunan  prioritas  baru  serta  kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam program      Penguatan      Akuntabilitas      di Pemerintah Kota Bandar Lampung


	No.
	Program
	Kegiatan

	

	5.
	Peningkatan Kualitas Pelayanan
	1) Survey    kepuasan    masyarakat    terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana)

	
	
	2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan

	
	
	3) Penyusunan  rencana  peningkatan  kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu atap (PTSA), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat

	
	
	4) Pengkajian penerapan PTSA

	
	
	5) Pengembangan PTSA

	
	
	6) Penerapan teknologi informasi

	
	
	7) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat  pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)

	
	
	8) Monitoring

	
	
	9) Evaluasi

	
	
	10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi


	No.
	Program
	Kegiatan

	6.
	a. Quick Wins
	1) Pemeliharaan   dan   pengembangan   secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik

	
	b. Penerapan PTSP
	1) Pengkajian  penerapan  PTSA  (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)

	
	
	2) Penentuan   jenis   pelayanan   yang   dapat diintegrasikan  dalam  PTSA  dalam  waktu singkat

	
	
	3) Penyusunan  rancangan  PTSA  (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan,   diskresi,   kebutuhan   SDM, penggunaan   teknologi   informasi,   lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)

	
	
	4) Uji coba

	
	
	5) Penyempurnaan hasil uji coba

	
	
	6) Sosialisasi

	
	
	7) Pembukaan PTSA

	
	
	8) Monitoring

	
	
	9) Evaluasi

	
	
	10) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

	
	
	11) Pemeliharaan   dan   pengembangan   secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik

	
	a. Penetapan         Quick Wins   untuk   tahun berikutnya
	1) Identifikasi pelayanan strategis yang  dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya;

	
	
	2) Perancangan  quick  wins  untuk  pelayanan strategis yang dipilih

	
	
	3) Uji coba

	
	
	4) Penyempurnaan hasil uji coba

	
	
	5) Sosialisasi

	
	
	6) Penerapan

	
	
	7) Monitoring

	
	
	8) Evaluasi

	
	
	9) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

	
	
	10) Pemeliharaan   dan   pengembangan   secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik


	No.
	Program
	Kegiatan

	

	7.
	Zona Integritas
	1) Penyiapan Dinas Pendidikan sebagai  unit  yang  ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

	
	
	2) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

	
	
	3) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan   

	
	
	4) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya

	
	
	5) Monitoring

	
	
	6) Evaluasi

	
	
	7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

	8.
	Manajemen Perubahan
	Disusun secara terpisah dalam  rencana

manajemen perubahan

	9.
	Penataan         Peraturan

Perundang-undangan
	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2018 sambil menunggu perubahan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

	10.
	Penguatan dan Penataan

Organisasi
	


4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target   pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing- masing yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan Reformasi Birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan Prioritas Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran 1 sampai dengan 5.
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